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KRONOLOGI PENGANGKATAN IR. SOEKARNO SEBAGAI WALIYYUL

A. Bio

1.

AMRI AD-DHARURI Bl AL-SYAUKAH

grafi Soekarno
Masa Kecil Soekarno

Soekarno, dilahirkan di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 di Lawang
Seketeng, Surabaya. la adalah anak kedua dari kandungan ibu Idayu Nyoman
Rai. Ayahnya bernama R. Soekemi Sosrodiharjo, sedangkan kakaknya
bernama Soekarmini.! Kakeknya bernama Raden Hardjodikromo, orang yang
dipandang mempunyai ilmu hikmah (ilmu gaib) dan seorang ahli kebatinan.?

Tidak seperti ibunya yang berasal dari Bali, ayahnya, Soekemi, berasal
dari Jawa dan termasuk dari keturunan Sultan Kediri. Beliau beragama Islam,
meskipun menjalankan ajaran Theosofi Jawa.® Soekemi termasuk orang yang
berpendidikan, tamatan sekolah guru di Probolinggo. Di sekolah, Soekemi
termasuk salah seorang murid terpandai. Kemudian mendapat kehormatan
untuk menjadi guru dan mengajar di Sekolah Rendah di Bali. la juga menjadi
pembantu Profesi Van Der Tuuk. Pada waktu bertugas di Bali inilah ia
menyunting seorang gadis Bali yang kemudian menjadi ibu dari Soekarno.
Tidak lama kemudian ia dipindahkan ke kota Surabaya dan tetap menjabat
sebagai guru dengan gaji kecil yang terasa amat memberatkannya untuk

hidup di Surabaya. la sangat menggemari wayang kulit. Cerita wayang
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baginya banyak mengandung filsafat dan pelajaran yang amat dalam, tinggi
isi dan nilainya. Kegemarannya ini kemudian menurun kepada anaknya,
Soekarno.” Ibu Soekarno adalah kelahiran Bali dari kasta Brahmana dan
berasal dari keturunan bangsawan. Setidak-tidaknya ini dapat dilihat dari
kenyataan bahwa Raja Singaraja yang terakhr adalah termasuk pamannya.
Dilihat dari garis ayahnya, Soekarno berasal dari keturunan priyayi
rendahan.’

Pada masa kecil, Soekarno adalah seorang anak yang sering menderita
sakit. Itulah sebabnya orang tuanya cenderung memindahkannya ke kota
Tulung Agung, mengikuti kakeknya yang kebetulan pandai “ilmu hikmah”
dan pandai mengobati penyakit dengan ilmu gaibnya. Sang kakek ini sangat
sayang pada Soekarno, bahkan cenderung memanjakannya. Inilah yang
kemudian kadang dipandang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
Soekarno menjadi anak yang keras kepala.®

Di masa kecil, Soekarno dikenal oleh teman-temannya sebagai “Jago”.
Dalam usia enam tahun kegemaran ayahnya nonton wayang kulit, sudah
mulai menurun kepadanya. Tidak jarang ia menonton wayang kulit sampai
larut malam. Pendidikan formal Soekarno utuk pertama kalinya dijalani di
Sekolah Desa di Tulung Agung, tatkala ia masih bersama kakeknya. la tidak

termasuk murid yang rajin, meskipun bukan berarti anak bodoh. la lebih

* Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, (Jakarta : Logos wacana ilmu, 1991), 6.

5 Onghokham, “Soekarno: Mitos dan Realitas”, dalam Taufik Abdullah (ed) Manusia Dalam Kemelut
Sejarah, (Jakarta : LP3ES, 1981), 21.
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senang mengenang cerita-cerita wayang yang pernah diketahuinya. Meskipun
demikian, ia termasuk murid yang suka bertanya mengenai apa saja yang
kurang dimengerti. Pertanyaannya ia tujukan kepada gurunya atau kepada
orang tuanya. Berkat sering bertanya inilah pengetahuannya bertambah
melebihi teman-temannya. Sekalipun telah berjam-jam belajar, Soekarno
masih selalu disuruh ayahnya untuk belajar membaca dan menulis. Hal ini
dilakukan ayahnya setelah Soekarno pindah sekolah dari Tulung Agung ke
Sekolah Angka Dua (Angka Loro) di Sidoarjo. Pada waktu berusia 12 tahun,
ia pindah ke Sekolah Angka Satu di Mojokerto dan duduk di kelas 6. Disana
ia menjadi murid terpandai. Karena kecerdasannya yang gemilang itu,
Soekarno pun dipindahkan ayahnya ke Europeese Lagere School (ELS)
Mojokerto dan turun ke kelas lima. Disekolahnya, Soekarno sangat giat
belajar, sehingga termasuk murid yang pandai. la tampak gemar belajar ilmu
bahasa, menggambar dan berhitung. Tamat ELS Mojokerto, studinya
dilanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) di Surabaya. HBS merupakan
sekolah yang sukar di masuki oleh seorang inlander (bumi putera), karena
terhitung mahal. Sesudah menyelesaikan SMA di kota yang sama, ia pindah
ke Bandung untuk belajar teknik (THS).’
Masa Perjuangan Soekarno dalam Kemerdekaan RI

Tiga bulan setelah menyelesaikan studinya, Soekarno, lewat
serangkaian tulisan dalam Indonesia Muda pada tahun 1926, menyerukan

adanya kerja sama yang erat di antara kelompok-kelompok nasionalis, Islam

" lbid, 8.
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dan komunis. Tetapi, membina kerja sama di antara ke tiga kelompok ini
bukanlah suatu pekerjaan yg mudah. Soekarno pasti menyadari adanya
perbedaan yang sangat tajam di antara ke tiga kelompok itu, akan tetapi ia
ingin mencobanya juga. Karena itu kegagalanlah yang dihadapinya, sehingga
pada akhirnya ia terpaksa menarik kembali gagasannya itu, walaupun hanya
untuk sementara waktu.2 Nampaknya seruan itu merupakan langkah pertama
Soekarno untuk mempersatukan negeri ini.’

Selama masa studinya di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah tokoh
terkemuka saat itu, H.O.S Tjokroaminoto dari Sarekat Islam. Dari tokoh ini
Soekarno banyak belajar tentang Islam dan masalah yang dihadapi
pergerakan nasional ketika itu, yakni pertentangan diantara kaum Nasionalis,
Islam, Komunis. la dikenal karena memiliki bakat unik untuk menciptakan
sintesis antara konsep Barat dan Islam dengan pemikiran yang berasal yang
berakar pada aliran mistik Jawa yang dipengaruhi semangat Hindu-Budha.'®

Soekarno tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk magang politik dari
Tjokroaminoto yang merupakan pemimpin politik orang Jawa, ia dijuluki
sebagai “Raja yang tidak dinobatkan”. Sebagai seorang pemimpin Sarekat
Islam, partai terbesar pada waktu itu, Tjokroaminoto banyak dikunjungi
tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk berdialog dan berbincang-

bincang mengenai banyak hal yang berkaitan dengan politik. Setiap hari

® Dahm Bernhard, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta : LP3ES, 1987), 62.

% Nazaruddin Sjamsuddin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1993), 3.
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pemimpin dari partai lain atau pemimpin Cabang Sarekat Islam datang
bertamu. Kadang-kadang mereka menginap untuk beberapa kali. Bagi
Soekarno hal itu merupakan suatu kesempatan baik, karena ia dapat
mendengar pembicaraan mereka, bahkan terkadang Soekarno harus terpaksa
membagi tempat tidurnya dengan tokoh-tokoh politik yang menginap di
rumah Tjokroaminoto. Dalam usia yang masih muda itu, Soekarno mulai
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan
politik di dalam negeri. Bahkan setelah Soekarno resmi menjadi menantu
Tjokroaminoto dengan mengawini putrinya, Oetari, ia selalu membuntuti
kemana Tjokroaminoto pergi. Dialah yang selalu menemani Tjokroaminoto
pergi dan menemani ke pertemuan-pertemuan untuk berpidato. Dengan serius
ia memperhatikan semua isi pidato tokoh pergerakan itu. Maka tidak heran
bila Soekarno mengatakan bahwa Tjokroaminoto sangat mempengaruhi
hidupnya, bahkan dialah orang yang mengubah seluruh hidupnya.™*

Tidaklah mengherankan kalau pada saat di Bandung dan bergabung
dengan Studi Klub Bandung yang didirikan Iskag Tjokrohadisuryo yang baru
kembali dari Belanda, ia menulis makalah yang berjudul ‘“Nasionalisme,
Islam dan Marxisme”, yang menganjurkan perlunya kerja sama antara ketiga
ideology utama tersebut, sebuah pemikiran yang ternyata kemudian

membentuk garis-garis besar pemikiran Soekarno.*?

1 Badri Yatim, Sockarno, Islam, dan Nasionalisme...,10.
12 Dahm Bernhard, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan..., 63.
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Soekarno memperoleh kesempatan untuk mengambil langkah yang
nyata pada tahun 1927. Pada bulan Juli Soekarno bersama dengan anggota-
anggota lain “Studi Klub Bandung”, memprakarsai pembentukan Partai
Nasional Indonesia (PNI). PNI adalah suatu partai yang memperjuangkan
nasionalisme Indonesia secara radikal dan untuk itu partai ini mengambil
sikap yang non-koperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kesempatan
untuk mendirikan PNI diperoleh Soekarno ketika pemerintah kolonial
Belanda membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehubungan dengan
pemberontokan yang dicetuskan di Jawa Barat pada bulan November 1926
dan di Sumatera Barat pada bulan Januari 1927.%

Walaupun dikatakan bahwa pembubaran PKI memberikan kesempatan
kepada Soekarno untuk membentuk PNI, akan tetapi kesempatan tersebut
sebenarnya bukanlah suatu kebetulan belaka. Begitu pula halnya dengan
kesamaan prinsip yang radikal dan non-koperasi dari kedua partai ini.
Gagasan untuk memberikan sebuah partai yang beraliran nasional di tanah
air, dengan tujuan utama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia,
sebenarnya telah dibangkitkan kembali oleh Hatta dan Samaun pada
pertengan tahun 1920-an. Ketika itu hatta yang masih belajar di Negeri
Belanda adalah pemimpin organisasi pemuda Indonesia di sana, yaitu
Perhimpunan Indonesia. Samaun adalah seorang agen Komitmen di Eropa
dan bekas anggota Perhimpunan Indonesia. Pada akhir November 1926,

Perhimpunan Indonesia secara resmi menerima anjuran Hatta yang

13 Nazaruddin Sjamsuddin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek...,4.
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menyerukan kepada tokoh nasionalis di tanah air untuk membentuk suatu
Indonesische  Nationalistische  Volkspartij (Partai Nasional Rakyat
Indonesia). Partai yang diinginkan oleh Perhimpunan Indonesia bukanlah
sebuah partai yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara
radikal. Jauh dari menganut radikalisme, partai ini sebaliknya ingin
mempersiapkan rakyat untuk merdeka melalui pengembangan pendidikan
rakyat.*

Berada di antara dua pilihan ini, Soekarno dan teman-temannya di Studi
Klub Bandung ternyata lebih cenderung kepada gagasan Semaun yang
menghendaki suatu Partai Nasional yang radikal. Para pemimpin Studi Klub
berpendapat bahwa fikiran Hatta terlalu moderat dalam bidang pendidikan
dinilai tidak tepat karena tidak akan membawa kemerdekaan dengan cepat.
Radikalisme yang dituju PNI pada masa itu boleh dikatakan mengikuti pola
perjuangan yang dianut oleh PKI. Hal demikian terus terang diakui terus
terang diakui Soekarno ketika dia berbicara dalam suatu pertemuan klub
diskusi PNI di Bandung pada akhir Desember 1928. Agaknya, pemikiran
Soekarno ketika itu hanya terbatas pada bagaimana memperoleh
kemerdekaan. Bagaimana keadaan sesudah kemerdekaan tercapai, adalah
soal nanti. Di sinilah tempaknya perbedaan antara Soekarno dan Hatta dalam
strategi perjuangan. Bagi Hatta yang penting bukan saja bagaimana
kemerdekaan itu diperoleh, melainkan juga bagaimana kemerdekaan itu bisa

diisi. Bagi Hatta, bahwa dalam menuju Indonesia Merdeka, rakyat harus

“ Ibid, 6.
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berperanan dan untuk dapat menjalankan peranannya dengan baik maka
rakyat harus memiliki suatu bekal. Hatta melihat bahwa kemerdekaan sesuatu
Negara akan lebih berarti bilamana rakyatnya cukup terdidik. Untuk itu,
sambil memperjuangkan kemerdekaan maka kepada rakyat Indonesia
haruslah diberikan pendidikan. Sementara itu, keinginan Soekarno untuk
mempersatukan semua kekuatan politik yang ada dalam masyarakat
sangatlah besar, walaupun dalam hal ini ia mungkin telah terdorong oleh
fikiran-fikiran Hatta dan para pemimpin lainnya. Akan tetapi berbeda halnya
dengan pemimpin Pl yang berada jauh di perantauan, sehingga hanya bisa
menyumbangkan fikiran saja, Soekarno berada pada posisi yang lebih
menguntungkan, sebab dengan berada di tanah air ia mempunyai kesempatan
untuk mewujudkan gagasan itu. Setelah berdirinya, PNI melalui kerja sama
dengan para pemimpin Sl, Soekarno berhasil meyakinkan organisasi-
organisasi yang ada kala itu untuk mempersatukan diri dalam suatu federasi
kekuatan politik Indonesia.*

Ambisi untuk mempersatukan seluruh pergerakan nasional berhasil
meskipun hanya untuk waktu yang singkat, dengan didirikannya federasi
yang dikenal degan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan
Indonesia (PPPKI) yang terdiri dari semua partai dan persatuan politik seperti
Budi Utomo, Sarekat Islam, Studi Klub Dr. Sutomo, kaum Sumatra, kaum
Sunda, dan kaum Betawi, dan juga partainya sendiri, PNI. Meskipun

akhirnya gagal menjadi kekuatan perjuangan, mengutip kata-kata Dahm |,

' 1bid, 8.
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federasi tersebut masih merupakan sebuah nama dan simbol yang berhasil
mengubah “Indonesia dari konsep yang dimiliki beberapa orang intelektual
menjadi ide yang hidup dan dipegang oleh seluruh rakyat”.16

Pada tanggal 24 Desember 1929, ia dan beberapa anggota partainya
ditangkap dan Soekarno dijatuhi hukuman penjara empat tahun pada tanggal
3 september 1930. Sesudah dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931,
Soekarno bergabung dengan Partindo yang dibentuk oleh Sartono beberapa
bulan sebelumnya, yang tidak lama kemudian menjadi ketuanya dan
melanjutkann garis perjuangan dengan semangat nasionalisme yang kuat dan
radikal. Terkejut dengan perkembangan partai ini yang begitu cepat, Belanda
sekali lagi menangkapnya pada bulan Agustus 1933, yang tanpa diadili,
kemudian diasingkan ke Flores dan dipindahkan kemudian ke Bengkulu,
Sumatra Selatan."’

3. Soekarno Sebagai Presiden Pertama RI

Kedatangan Jepang pada tahun 1942 mengubah cara perjuangan
Soekarno. Sikap non-kooperasi dengan pemerintah kolonial ditinggalkan. la
kini berada pada garis perjuangan yang sama dengan Hatta, sementara
kelompok yang dipimpin oleh Sjahrir dan Sukarni bekerja dalam gerakan
bawah tanah. Beberapa hari setelah ia tiba kembali di Jakarta dari tempat
pembuangan di Sumatera, Soekarno bertemu dengan panglima militer Jepang

di Jawa, Letnan Jendral Imamura. Kepada penguasa Jepang ini

16 Dahm Bernhard, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan..., 67.
7 Kahin George Mc Tuman, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. .., 52.
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ditanyakannya tentang status Indonesia; jawaban yang diperolehnya ialah
bahwa nasib Indonesia masih akan ditentukan oleh Tokyo setelah perang
selesai, akan tetapi Jepang akan memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan
akan mengikutsertakan orang Indonesia dalam pemerintahan dan
administrasi. Dengan itulah Soekarno menyatakan kesediaannya untuk
bekerja sama, dengan syarat bahwa ia tidak akan dikhianati Jepang setelah
perang usai.’® Oleh karena itu, selama masa pendudukan Jepang, fikiran
Soekarno tetap berpusat pada pencapaian kemerdekaan. Jadi suatu perubahan
yang mencolok dari Soekarno pada masa pendudukan Jepang bila
dibandingkan dengan masa sebelumnya ialah bahwa ia tidak lagi
menganjurkan pencapaian kemerdekaan dengan cara-cara yang radikal.™
Kini Soekarno bisa bekerja sama lebih erat dengan Hatta, Ki Hajar
Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur yang kesemuanya kemudian diangkat
Jepang menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Soekarno
tampaknya sangat terpengaruh oleh perlakuan Jepang terhadap dirinya, yakni
sesuatu yang tak pernah dialaminya pada masa Belanda. Jepang
memperlakukannya secara sangat baik, sementara Belanda berbuat
sebaliknya. Penguasa kolonial Belanda memenjarakannya, sebaliknya Jepang
mengakuinya sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia, walaupun itu
sejalan dengan maksud dan tujuan pendudukan Jepang. Pengakuan akan

kedudukannya sebagai pemimpin utama ini, di samping janji-janji

'8 Dahm Bernhard, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan..., 232.
!9 Nazaruddin Sjamsuddin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek...,10.
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kemerdekaan, yang agaknya telah membuat Soekarno bersedia melepaskan
sikap non-kooperasinya terhadap kekuasaan kolonial. Dalam hal ini mungkin
sekali faktor emosionalnya memainkan peranan menentukan.”

Pidato Soekarno tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 telah
menimbulkan kemarahan penguasa militer Jepang terhadapnya. Hal ini tidak
lain karena Soekarno telah berbicara tentang dasar Negara, padahal hingga
saat itu fihak Jepang sendiri belum pernah memikirkannya.?* Seperti
diketahui, barulah dalam bulan Agustus 1945 pemerintah Jepang di Tokyo
menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno dan para nasionalis
lain tampaknya telah memanfaatkan kesempatan ketika pengawasan Jepang
semakin melemah, akan tetapi tak perlu diragukan bahwa dalam keadaan
yang demikian lemah sekalipun penguasa militer Jepang masih mampu untuk
mengambil tindakan balasan terhadap Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. 22

Akibat aktivitas politiknya Soekarno beberapa kali diasingkan di
Belanda dan baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang (1942-1945),
Soekarno ikut dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hookai, Pusat Tenaga
Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 16 agustus 1945 terjadilah
peristiwva RengasDengklok, yaitu pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta
oleh kelompok pemuda yang menginginkan disegerakannya Kemerdekaan
Indonesia. Pada awalnya Bung Karno menolak, akan tetapi setelah dibujuk

oleh kelompok muda akhirnya disepakati proklamasi kemerdekaan akan

20 H
Ibid, 11.
21 Kahin George Mc Tuman, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia..., 106.
?2 Nazaruddin Sjamsuddin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek..., 13.
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dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945,
Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 diangkat
menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP.
Hebert Feith membagi masa kepemimpinan Soekarno ini menjadi tiga
periode, yaitu:
a. Periode Revolusi Fisik (1945-1949).

Pada periode ini, yang menjadi tema pokok dari pemimpin
bangsa adalah hal-hal yang lebih banyak bersifat mencari landasan
buat perjuangan bersama, seperti Pancasila. Sebab bangsa Indonesia
pada waktu itu, masih dalam perjuangan melawan musuh yang sama,
sehingga perbedaan-perbedaan yang terdapat di kalangan para
pemimpin untuk sementara diendapkan untuk menjaga kebersamaan
dalam rangka menghadapi agresi Belanda.

b. Periode Demokrasi Liberal (1950-1959)

Sebenarnya kehidupan demokrasi yang bersifat liberal sudah
dimulai sejak awal kemerdekaan dengan adanya maklumat Wakil
Presiden dengan menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan
adanya pengumuman pemerintah yang membolehkan berdirinya
partai-partai. Tetapi karena masih dalam suasana revolusi fisik, maka
perbedaan yang ada masih dapat diendapkan. Baru setelah bangsa
Indonesia menerima penyerahan Republik dari Belanda secara resmi,

dan dengan formal Indonesia menerapkan sistem pemerintahan
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parlementer dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950,
demokrasi  liberal berlaku secara resmi dan mulai dirasakan
dampaknya. Konflik antar partai yang berlatar belakang ideology
mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Kabinet-kabinet tidak ada
yang berumur panjang, dan pembangunan berhenti. Akhir masa ini
ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, setelah
Konstituante dalam beberapa kali sidangnya tidak berhasil mencapai
kesepakatan mengenai UUD baru.
c. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa ini demokrasi berjalan berdasarkan Dekrit Presiden
Soekarno 5 Juli 1959 dan TAP MPRS No. VIII/MPRS/1959. Paham
demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebiaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Pancasila
sila 4). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara
gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner
dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).
Akan tetapi para ulama di Indonesia menolak prinsip Nasakom
karena mengikut sertakan Komunia yang bertolak belakang dengan
Agama. Demokrasi ini berada di ujung tanduk dan mengalami krisis,
Karena tindakan dan kebijaksaaan yang diambil oleh Soekarno

sebagai Presiden dijalankan secara paksa.?

28 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, ( Jakarta : Gramedia, 1978), 23.
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4. Akhir Kepemimpinan Soekarno

Soekarno lebih berperan sebagai simbol pemersatu selama masa
Revolusi. Memang pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai
Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945
yang disahkan pada hari yang sama, maka sebagai Presiden, Soekarno
memiliki kekuatan yang besar. Akan tetapi, pada tanggal 14 November
terjadi perubahan sistem pemerintahan, dari sistem presidensil ke palementer,
walaupun Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku. Dengan pemerintahan
ini Soekarno hanya berfungsi sebagai kepala Negara dan tidak lagi sebagai
kepala pemerintahan. Pemerintahan ketika itu dikuasai oleh tokoh-tokoh
yang dengan jelas menentang pendudukan Jepang, atau setidak-tidaknya
pemimpin yang dianggap tidak bersekutu dengan Jepang. Kabinet
parlementer pertama dipimpin oleh Sultan Sjahrir. Pernah pula jabatan
perdana menteri dipegang oleh Amir Sjarifuddin Harahap. Kekuasaan
pemerintahan pernah pula dipegang kembali oleh Soekarno ketika Sjahrir
diculik pada akhir Juni 1946, akan tetapi tidak lama kemudian kedudukan
Sjahrir dipulihkan kembali. Kabinet presidensil muncul lagi pada tahun 1948
hingga 1949, tapi tidak dipimpin oleh Soekarno melainkan oleh Hatta.**

Akan tetapi Indonesia dalam tahun 1950 bukanlah suatu Negara yang
memenuhi dambaannya Indonesia mencapai kemerdekaan. Di satu pihak,

Soekarno menemukan dirinya tidak berada pada posisi yang

? Nazaruddin Sjamsuddin, Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek...,15.
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memungkinkannya untuk merealisasikan cita-cita atau pandangan-pandangan
politiknya. Dalam kekecewaannya,ia bahkan menjauh dari persatuan yang
diinginkannya. la terperangkap dalam situasi koflik sebab ia menempatkan
dirinya di latar-belakang pertarungan politik. Semakin dalam terperangkap,
semakin yakin ia bahwa satu-satunya jalan keluar ialah dengan meraih
kekuasaan politik ke dalamnya. Oleh sebab itulah ia kemudian menempatkan
dirinya di latar-depan pertarungan politik dengan terjun langsung ke
dalamnya dan memilih salah-satu fihak. Pada awal 1950-an terdapat
perbedaan kepentingan yang sangat tajam antara rakyat yang ada di Jawa dan
luar Jawa. Pertikaian-pertikaian politik tak terhindarkan, karena perbedaan
kepentingan ekonomi telah memperbesar jurang persepsi politik yang ada di
antara keduanya. Disamping itu banyaknya partai yang bertarung dalam
arena politik tidak hanya menambah kesulitan yang ada. Pertentangan
kepentingan ini tidak saja diakibatkan oleh perbedaan ideologi, melainkan
juga dipengaruhi oleh adanya aliran-aliran politik yang ada dalam
masyarakat. Dengan demikian, partai politik merupakan lahan yang subur
bagi aspirasi politik rakyat yang aneka warna itu.?®

Menghadapi situasi politik yang demikian, Soekarno tampaknya
mengira bahwa masalah Indonesia pada saat itu hanya berpusat pada
persatuan nasional dan semngat nasional. Dalam pandangan Soekarno,
masalah persatuan nasional dan semangat nasional terkait dengan masalah

kepemimpinan nasional. Keterkaitan ini tercermin dalam pidatonya pada

% pid, 18.
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peringatan hari kemerdekaan pada tahun 1952. Dalam pidatonya, Soekarno
memperingatkan tentang adanya gejala krisis kewibawaan di Indonesia.
Menurut Soekarno, krisis kewibawaan ini telah menjadi semacam
malapetaka, penyakit dengan gejala bahwa masyarakat tidak lagi
menghormati kekuasaan, atau membangkang kekuasaan. Oleh karena itu, ia
mengajak masyarakat untuk kembali pada persatuan nasional dan semangat
nasional. Dengan adanya krisis kewibawaan ini, maka gambaran situasi
politik Indonesua ketika itu lengkaplah sudah. Dalam pengamatan Soekarno,
pada waktu itu Indonesia menghadapi lima macam Kkrisis, yaitu, pertama,
krisis politik dimana banyak orang dalam masyarakat tidak lagi percaya pada
demokrasi. Kedua, adanya krisis dalam aparatur Negara yang berkaitan
dengan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Ketiga, krisis dalam
cara masyarakat berfikir dan menganalisa. Keempat, krisis moral dan yang
terakhir krisis kewibawaan. %°

Pada bulan Oktober 1952, hanya ada dua bulan setelah pidato tersebut,
yakni ketika Angkatan Darat di bawah pimpinan KSAD Kolonel A.H
Nasution melancarkan demonstrasi militer di depan Istana Negara. Dalam
peristiwa ini Nasution mendesak kekuasaan; desakan mana ditolak olehnya.
Soekarno masih berpengharap bahwa pemilihan umum pertama yang
direncanakan akan diadakan pada tahun 1955 akan dapat membantu
menyelesaikan masalah yang dihadapi sistem politik. Harapan semula bahwa

pemilihan umum akan mampu membenahi kehidupan parlementer malah

% 1pid, 20.
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sebaliknya telah memacetkan sistem parlementer itu sendiri. Hasil dari
pemilihan umum 1955 tidak lebih daripada hanya sekedar pengesahan
terhadap perpecahan-perpecahan politik yang telah ada selama ini.
Akibatnya, pada bulan Oktober 1956, hanya setahun setelah pemilihan umum
berakhir, Soekarno menyerukan agar partai-partai politik dibubarkan saja.
Lebih jauh ia memperkenalkan suatu sistem politik yang dinamikanya
demokrasi terpimpin. Himbauan inilah kemudian dikenal dengan sebutan
“Konsepsi Presiden”.?” Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945
melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Tindakan ini dipandang sebagai
secercah harapan ditengah kekalutan situasi politik dan ekonomi. Akan
tetapi, Soekarno memang berhasil menjadikan dirinya sebagai pemimpin dari
sistem yang diciptakannya. ia kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi
Pemimpin Besar Revolusi.?

Untuk dapat mempertahankan perimbangan kekuatan ini, Soekarno
mencoba untuk menarik dukungan PKI, PNI, dan NU, karena ia yakin bahwa
partai-partai politik ini lebih suka memihak kepadanya daripada kepada
Angkatan Darat. Oleh sebab itulah, Soekarno mencoba untuk menyerasikan
hubungan antara partai-partai ini. Sementara PKI juga terus-menerus
berusaha mendekatkan dirinya dengan Presiden, tidak saja untuk
memperluaskan pengaruhnya dalam pemerintahan, melainkan juga untuk

bersama-sama menghadapi Angkatan Darat dan kekuatan-kekuatan anti-

27 1bid, 22.
2 1pid, 24.
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komunis lainnya. Keadaan ini menyebabkan hubungan Soekarno dengan PKI
semakin erat, akibatnya Soekarno semakin tergantung saja pada dukungan
partai komunis. Ketergantungan itulah yang membuat Soekarno tidak
bersedia membubarkan PKI sebagaimana dituntut oleh para mahasiswa dan
kekuatan-kekuatan anti-komunis lainnya pada awal 1966. Kemudian, pada
tanggal 12 Maret 1996 PKI dibubarkan oleh Jenderal Soeharto, yang
bertindak selaku pemegang Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Dengan
dibubarkannya PKI, maka tampaklah Soekarno seolah-olah kehilangan
tempatnya berpijak. Untuk mempertahankan posisinya yang semakin lama
semakin gawat disebabkan oleh tekanan-tekanan dari mahasiswa, pelajar,
sarjana, buruh dan lain-lain, Soekarno menempuh beberapa langkah,
Pertama, ia tetap tidak mau mundur dari prinsipnya yang menolak segala
macam tuntutan politik dari para pendukung Orde Baru. Kedua, ia berupaya
untuk menimbulkan pertentangan anatara satu angkatan dengan angkatan
lainnya didalam ABRI. Ketiga, ia mencoba mengadu kekuatan-kekuatan
politik sipil yang ada. Dalam hal yang terakhir, di antara partai-partai politik,
hanya PNI yang bersedia membelanya. Seokarno berhasil memasukkan
pengaruhnya dan menimbulkan perselisihan pendapat di sebagian angkatan,
akan tetapi pada saat-saat terakhir dari suatu peristiwa atau pertikaian,
pimpinan ABRI selalu dapat mengatasi perbedaan faham di antara mereka
dengan baik. Pimpinan ABRI akhirnya mampu menjauhkan organisasi
mereka dari pengaruh Soekarno, hal itu tercermin jelas dalam beberapa

pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para panglima angkatan, terutama
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dalam periode antara pengeluaran Supersemar dan pengakhiran kekuasaan
Soekarno pada tahun 1967. Namun, Soekarno masih terus mencoba untuk
mempertahankan diri walapun sebenarnya ia sudah tidak mampu lagi
mengerahkan dukungan rakyat. Oleh sebab itu, ia menolak untuk memenuhi
“tritura” (tiga tuntutan rakyat) yang dituntut mahasiswa, yaitu bubarkan
kabinet, bubarkan PKI dan turunkan harga.

Akhirnya, karena terdesak oleh tekanan yang semakin lama semakin
deras, pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani Supersemar,
sebuah surat perintah yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto
selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk antara lain “Mengambil
segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan
ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah”. Dengan dikeluarkannya
Supersemar, maka kecenderungan akan berakhirnya kekuasaan Soekarno
semakin kuat, walaupun Soekarno sendiri masih tetap menduduki jabatan
Presiden dengan gelar Pemimpin Besar Revolusi. Lahirnya Supersemar, di
satu pihak, memang menimbulkan dualisme dalam kepemimpinan nasional,
yaitu adanya jabatan Presiden dan Pemegang Supersemar. Keadaan ini tidak
membantu posisi Soekarno akan tetapi semakin memudarkan kekuasaannya.

Pada bulan Juni 1966 diadakan sidang umum MPRS keempat dimana,
setelah dikukuhkannya Supersemar menjadi ketetapan MPRS, pengangkatan
Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dibatalkan. Sidang MPRS ini juga
menertapkan bahwa gelar Pemimpin Besar Revolusi yang disandang

Soekarno hanyalah sebuah gelar belaka dan tak memiliki kekuatan hukum
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apapun. Dan diikuti oleh sebuah ketetapan lain yang lebih menguransi
kekuasaan Soekarno sebagai Presiden vyaitu bahwa ia tidak boleh
mengeluarkan keputusan dan peraturan-peraturan. Soekarno pula dimintakan
untuk melengkapi laporan pertanggungjawabannya yang menyangkut
terjadinya G30S/PKI.

Kesemua itu dipandang Soekarno sebagai penghinaan atas dirinya. Oleh
sebab itu, ia menolak permintaan MPRS untuk memberikan
pertanggungjawaban tentang peristiwa G30S/PKI. Soekarno berpendirian
bahwa secara konstitusional ia tidak perlu mempertanggungjawabkan hal-hal
diluar GBHN, dan bahwa laporan yang diucapkannya di depan sidang MPRS
semata-mata karena kemauan pribadinya. Sikap demikian itu yang
memperbesar keyakinan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada
khususnya bahwa Soekarno memang terlibat dalam G30S/PKI. Dilain pihak,
ia kini dituduh melanggar konstitusi, sebab tidak bersedia memberikan
pertanggungjawaban kepada MPRS. Hal ini telah menyebabkan timbulnya
lagi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang menuntut agar MPRS
memberhentikan Soekarno dari jabatan kepresidenan.

Pada tahap penentuan yang bersifat konstitusional, vonis terhadap
Soekarno muncul tidak lama kemudian, kendati tidak dalam bentuk seperti
yang dikehendaki oleh para mahasiswa yaitu pemberhentiannya dari jabatan
kepresidenan. Dalam sidang umum istemewanya pada tangga 12 Maret 1967,
MPRS mengeluarkan sebuah ketetapan tentang “Pencabutan Kekuasaan

Pemerintahan Negara” dari Presiden Soekarno. Dalam ketetapan itu, di
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samping menarik kembali kekuasaan pemerintahan dari tangan Soekarno,
MPRS juga melarangnya melakukan sesuatu kegiatan politik sampai
diadakan pemilihan umum. Selain itu, MPRS juga tidak lupa menetapkan
perlunya penyelesaian hukum terhadap Soekarno yang pelaksanaannya
diserahkan kepada Pejabat Presiden. Dalam ketetapan itu, untuk menjalankan
kekuasaan yang dilepas dari Soekarno, MPRS mengangkat pemegang
Supersemar, Jenderal Soeharto, MPRS menjadi Pejabat Presiden. Sejak saat
itu, Soekarno terkucil dari masyarakat dan akhirnya menghilang dari
panggung politik Indonesia. Dalam keadaan demikianlah, ia meninggal dunia
pada bulan Juni 1970.%°
B. Biografi Nahdatul Ulama (NU)
1. Lahirnya NU

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan, keislaman (jam iyah
diniyah islamiyah) yang didirikan pada tanggal 16 Rojab 1344 H bertepatan
dengan tanggal 31 Januari 1926 M. Organisasi ini dirintis para kiai yang
berpaham Aswaja adalah mereka yang selalu mengikuti Nabi dan para
Sahabat (Ma ana ‘alaihi al-yaum wa ashhabi).®® Aswaja adalah golongan
pengikut setia pada ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh nabi
bersama para sahabatnya pada zamannya itu. Sedangkan menurut Dhofier,
Aswaja dapat diartikan para pengikut tradisi nabi dan ijmak ulama. Dan

dengan menyatakan diri sebagai pengikut tradisi nadi dan ijmak ulama, para

> Ibid, 34.
% Ahmad Siddig, Khittah Nahdliyah, (Surabaya : Balai Buku, 1980), 27.
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kiai secara eksplisit membedakan dirinya dengan kaum modernis Islam, yang
berpegang teguh hanya kepada Al-quran dan Hadis dan menolak ijmak
ulama.®* Hal ini bertujuan sebagai wadah usaha mempersatukan diri dan
menyatukan  langkah ~ dalam  tugas  memelihara, = melestarikan,
mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam serta berkhidmat kepada
bangsa, Negara dan umat Islam.

Nahdlatul Ulama merupakan perkumpulan para kiai yang bangsa dan
membangkitkan para pengikutnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Maka dalam Nahdatul Ulama kedudukan kiai adalah sentral, baik sebagai
pendiri, pemimpin dan pengendali perkumpulan serta panutan kaum
Nahdliyin.*> Dengan demikian, Nahdatul Ulama adalah organisasi
keagamaan dan kemasyarakatan yang tidak bisa dipisahkan dari kiai dan
tradisi pesantren. Perkembangan Nahdlatul Ulama sejak awal menunjukkan
betapa besarnya peranan para kiai pimpinan pesantren di dalamnya.*®

Pernyataan di atas menujukkan bahwa pada hakikatnya Nahdlatul
Ulama memang merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan,
sosial dan budaya dari para kiai. Dengan demikian, pesantren, Nahdlatul
Ulama dan para kiai selalu saling mengaitkan diri dalam bentuk bangunan

masyarakat. Kekompakan hubungan itu nampaknya akan tetap merupakan

31 zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta : LP3ES, 1982), 148.
%2 PBNU, Hasil-hasil Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama, (Jakarta : Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, 1996),

153.

%3 Martin Van Bruinessen, NU tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta :
LKIS, 1994), 17.
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lembaga yang mempunyai peranan kuat dalam perkembangan. Islam dan
masyarakat Indonesia pada umumnya.
2. NU dan Perjuangan

Menurut catatan sejarah, terdapat dua keputusan penting ketika pertama
kali Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya, yaitu: Pertama, berupaya
mempertahankan tradisi keagamaan yang bersumber dari ajaran-ajaran imam
madzhab yang dianut oleh para kiai. Dan kedua, membentuk organisasi
(jam’iyah) untuk wadah persatuan para kiai dalam tugasnya memimpin umat
menuju terciptanya cita-cita kejayaan Islam dan kaum muslimin.*

Melihat titik awal proses kelahiran Nahdlatul Ulama Nampak dengan
jelas bahwa organisasi kiai ini lahir dari tekad para kiai untuk memberikan
jawaban kepada berbagai problem yang muncul dikalangan masyarakat, baik
yang bersifat keagamaan, pendidikan dan politik yang berlingkup nasional
maupun antar bangsa.

Nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan para kiai), yang biasanya
disingkat NU tidak hanya secara kebetulan dipilihan untuk jam’iyah itu.
Dipilihnya nama itu, bukannya Nahdlatul Muslimin (kebangkitan kaum
muslimin) atau Nadhlatul Ummah (Kebangkitan umat), umpamanya,
membuktikan betapa penting dan khasnya kedudukan kiai dalam organisasi
itu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang menyebabkan para Kkiai
memperoleh posisi yang demikian dominan dalam Nahdlatul Ulama.

Pertama, sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama harus memilih

% Slamet Effendi Yusuf dkk, Dinamika Kaum Santri, (Jakarta : Rajawali, 1982), 19.
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kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang paling bisa dipertanggung
jawabkan secara moral, ilmu dan etika keagamaannya. Kiai yang dalam hadis
Nabi disebut sebagai “pewaris para Nabi” tentulah yang paling mendekati
tuntutan itu, Kedua, seorang kiai yang paling kecil atas santri dan
pengikutnya. Para kiai juga memiliki jalur kewibawaan langsung dengan
masyarakat sekelilingnya jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat
sekelilingnya jalur dapat menembus batas-batas kelompok, organisasi,
kedaerahan atau bahkan lebih luas lagi.*®

Selama sejarahnya, di dalam urusan pembinaan dan pengelolaannya
sebagai jami’yah dan jama’ah ini, NU telah mengalami beberapa periode :

a. Mulai berdirinya sampai awal dasawarsa 1930-an, NU dikelola secara
sederhana sekali oleh para ulama dengan bantuan beberapa orang yang
mengerti dan dapat mengerjakan urusan organisasi dan administrasi
seperlunya. Para pembantu inilah yang kemudian berkembang menjadi
“Tanfidziah”. Dapat dibayangkan bahwa pembinaan bidang organisasi
dan administrasi masih lemah dan sederhana. Meskipun sederhana
tetapi tertib.

b. Pada pertengahan 1930-an, dengan tampilnya beberapa tenaga baru di
dalam kepegurusan NU, maka pengelolaan NU sebagai jami’iyah
terasa ada peningkatan seperti tergambar pada penjelasan tersebut di

atas, yaitu pada zaman kepemimpinan Almarhum KH. Machfudz

% Ali Maschan Moesa, Kiai dan Politik, (Surabaya : Lepkiss, 1999), 69.
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Shiddiq sebagai Ketua PBNU dan alamarhum H. Aziz Dijar sebagai
Sekretaris Jendral.

Pada zaman penjajahan Jepang, sama sekali tidak dapat dilakukan
pembinaan organisatoris administrative (Jam’iyah), hanya dapat
dilakukan pembinaan NU secara jama’ah.

Pada zaman revolusi fisik, NU juga tidak sempat melakukan
pembinaan organisatoris administrative secara intensif, karena
kesibukan perjuangan bersenjata.

Sesudah revolusi fisik selesai, NU berusaha membenahi diri, terutama
menampilkan ~— kembali  eksistensinya  setelah  bertahun-tahun
“tenggelam” ditelan Jepang, ditelan revolusi dan terakhir dalam
Masyumi. NU berhasil menampilkan  eksistensinya secara
mengagumkan, menjadi partai ketiga dari empat besar. Tetapi NU
kemudian terlilit di dalam politik praktis yang berlebihan, sekaligus
juga pertentangan terus-menerus, sehingga pembinaan internal
(organisatoris, administratif dan idiologis) terbengkalai lagi.

Sesudah memfusikan fungsi politiknya di dalam PPP, sekali lagi NU
terlilit di dalam politik praktis yang berlebihan, dan sekaligus
pertentangan  terus-menerus sehingga tetap saja pembinaan
organisatoris administratif terbengkalai lagi.

Sesudah kembali kepada khittahnya, NU rupanya berlum juga sempat
secara serius dan intensif melakukan “pembinaan” dibidang perubahan

wawasan. Itupun masih mengalami banyak hambatan, yang sebagian
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merupakan akibat dari lemahnya pembinaan administrasi organisasi,
kelemahan pembinaan NU sebagai J am’iyah.36
3. NU Sebagai Partai Politik

Nahdatul Ulama menjadi Partai Politik setelah baru dicantumkan asas
pada Anggaran Dasarnya. Yaitu Asas Islam (Ahlussunnah Waljamaah),
bahkan kemudian ditambah dengan landasan perjuangan, yaitu Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Masalah atas dan pencantuman Anggaran
Dasar setidak-tidaknya menurut Nahdatul Ulama adalah istilah kepartaian.
Lazimnya partai-partai mencantumkan asas perjuangan yang disebut juga
ideology politiknya. Ada ideology politik Nasionalisme, ada Marhaenisme,
ada Marxisme dan lain-lain. Partai Islam mencantumkan pula asas Islam di
dalam Anggaran Dasarnya.*’

Setelah menjadi partai politik NU harus menghadapi tantangan berat,
yaitu dengan meluasnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam
Indonesia yang biasa disingkat DI/TII dipimpin oleh S.M Kartosuwiryo yang
bermula dan berpusat di Jawa Barat, tempat Negara Islam Indonesia (NII)
dipro-klamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949, gerakan ini kemudian
menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi dan Aceh.*®

Pada masa pergerakan, Soekarno dan Kartosuwiryo juga bersilang
pendapat dalam hal-hal mendasar. Soekarno mendukung perpaduan

nasionalisme, komunis dan Islam sebagai basis bagi pergerakan

% Muchith Muzadi, NU dan Figh Kontekstual, (Yogyakarta : LKPSM NU DIY, 1994), 85.
37 H
Ibid, 98.
% Adhe Firmansah, SM. Kartosuwiryo, Biografi singkat 1907-1962, (Yogyakarta : Garasi, 2009), 106.
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kemerdekaan. Sebaliknya, Kartosuwiryo membenci pilar-pilar atheisme yang
menyokong komunisme. Kartosuwiryo memang menetapkan pilihan untuk
bergabung dengan gerakan anti-kolonial yang bercorak agamis.*
Pemberontakan Darul Islam (DI) ini bukan hanya membahayakan kesatuan
Negara dan merupakan ancaman yang serius terhadap Negara yang sedang
belajar mengisi kemerdekaan tetapi juga membahayakan masa depan Islam di
Negara Republik Indonesia karena mengatasnamakan agama Islam, apalagi
Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia
(NIT), maka kedudukan Presiden Soekarno bisa goyah di mata umat Islam.
Hal itu mendorong K.H. Masjkur mengundang para ulama dari seluruh
Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Soekarno
dalam pandangan keagamaan Islam.
4. NU Sebagai Organisasi Sosial Politik

Pada awal kelahirannya Nahdlatul Ulama memang bukan organisasi
politik, juga tidak secara formal bergabung dalam suatu partai politik. Namun
secara nyata, Nahdlatul Ulama sudah melakukan aktivitas dan sudah
menampakkan sikap politik di antara tokoh-tokoh Islam maupun terhadap
pemerintah kolonial. Tidak heran, jika sejak awalnya Nahdlatul Ulama telah
membuka peluang bagi dirinya untuk memperbaharui orientasi dari sekedar
organisasi keagamaan kearah orientasi yang bersifat politik.** Hal ini mulai

kelihatan dengan gerakan non-kooperatif terhadap Belanda, yang

39 H
Ibid, 108.
0 L_aode Ida, Anatomi Konflik, NU, Elit Islam dan Negara, (Jakarta, Sinar Harapan, 1996), 12.
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diperlihatkannya kendati masih bersifat kultural. Pergeseran orientasi
organisasi para kiai ini tampaknya dirangsang pula oleh perpecahan yang
dialami SI (Syariat Islam) sebagai gerakan politik Islam mulai surut. Di
samping itu, kecenderungan untuk memperbaharui orientasi ini sebenarnya
telah mulai tampak sejak muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936. Dalam
muktamar tersebut diputuskan bahwa secara fikih, Negara Hindia-Belanda
yang dipimpin oleh orang kafir wajib dibela dan dipertahankan karena secara
historis di negeri ini pernah mengenal adanya kerajaan-kerajaan Islam,
penduduknya sebagaian masih menganut dan melaksanakan ajaran Islam, dan
Islam sendiri tidak sedang dalam keadaan diganggu dan diusik. Setelah itu,
aktivitas politik Nahdlatul Ulama yang menonjol adalah keterlibatannya
dalam pembentukan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) tahun 1937,
pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia berparlemen bersama
gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939, dan keterlibatannya
dalam federasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dalam periode
pendudukan Jepang.**

Peranan penting NU dalam pencaturan politik di Indonesia memang
tidak dapat dipungkiri, khususnya hubungan dengan Presiden Soekarno. NU
bermula dari aktivis muslim dari berbagai organisasi dan perhimpunan
mengadakan serangkaian kongres yang disebut kongres Al-Islam untuk
membicarakan masalah khilafah pada tahun 1922-1926. Namun disayangkan

terdapat perpecahan dalam Kongres Al-Islam diantara kelompok

L Ali Maschan Moesa, Kiai dan Politik...,73.
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Muhammadiyah dengan kelompok ulama tradisional. Pada tanggal 31 Januari
1926 kelompok ulama tradisional membuat komite tersendiri untuk
membicarakan masalah khilafah, komite ini akhirnya memutuskan diri
menjadi sebuah organisasi dengan nama Nahdlatoel Oelama. Usaha ulama-
ulama Islam dalam mewujudkan Negara Islam yang berlandaskan ideologi
Islam tertuang pada BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan
yang beranggotakan Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Yamin, A.A
Maramis, Abikusno, Kahar Muzakkar, Salim dan Wahid Hasim
menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam piagam ini, Pancasila diterima sebagai
dasar Negara, sila pertama diberi anak kalimat pengiring “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Akan tetapi
masyarakat Indonesia dibelahan timur merasakan keberatan dan merasakan
seperti adanya diskriminasi terhadap pemeluk agama lainnya karena adanya
kata Islam dalam pembukaan UUD, maka demi persatuan dan kesatuan
Negara yang baru merdeka ini, maka pada tanggal 18 agustus 1945 kalimat
dengan kewajiban menjalakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
maupun di pasal 29 ayat 1 dihapuskan, walaupun Negara Indonesia telah
memproklamirkan kemerdekaannya tetapi vangsa Indonesia masih
menghadapi ancaman penjajahan lagi oleh Sekutu ke Indonesia. Dalam
rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Sekutu, maka
NU pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan Resolusi Jihad, yakni fatwa

jihad melawan tentara Sekutu Inggris Belanda dan NICA sebagai Djihad fi
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sabilillah yang hukumnya farddhu’ain bagi orang yang berjarak dalam radius
94KM demi tegaknya Negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam.

Pengaruh resolusi jihad NU 22 Oktober 1945/15 Dzulgaidah 1364,
berhasil memobilisasi potensi ulama dari kalangan sabilillah bekerjasama
dengan tentara keamanan rakyat TKR yang baru dibentuk 5 Oktober 1945/15
Dzulgaidah 1364 dan didukung oleh Laskar Hizboelah serta para santri
berhasil mematahkan perwira tinggi tentara sekutu dan NICA vyang
berpengalaman memenangkan perang dunia Il.

Walaupun kata Islam dihapuskan dari UUD dan pancasila semangat
perjuangan politik Islam tetap besar dalam mempertahankan kemerdekaan
Indonesia dimana dapat dilihat dengan adanya Revolusi Jihad NU melawan
sekutu, selanjutnya juga dalam Muktamar Umat Islam di Yogyakarta NU
beserta organisasi Islam yang ada di Indonesia membentuk Masyumi. Karena
adanya beberapa permasalahan, NU akhirnya keluar dari Partai Masyumi,
dan pada tahun 1952 menjadi organisasi Partai politik.

Hubungan NU dengan Penguasa Masa Soekarno

Sebenarnya, NU tidak pernah risau dengan sistem kenegaraan. NU lebih
mementingkan kebangsaan, persatuan, serta persaudaraan daripada sikap
sektarianisme agama. Perdebatan tentang sistem Negara islam ataupun yang
lainnya, bukan menjadi persoalan yang sangat sulit dipahami. Sebelumnya,
NU pernah memberi pengakuan kepada Negara Hindia-Belanda dengan label
“Hukum Negara Islam”. Saat Muktamar ke 11 di Banjarmasin pada 9 juni

1935, NU mengakui bahwa Negara yang dikuasai orang non-Islam tetapi
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penduduknya Islam, diizinkan dengan leluasa menjalankan keyakinan
agamanya.*

Dengan  keputusan ini, memperjuangkan kemerdekaan dan
mempertahankan menjadi sangat penting daripada cita-cita mendirikan
Khalifah Islamiyah. Hal itu terlepas dari kedekatan NU dengan para kaum
nasionalis.

Di samping itu, kaum Nasionalis sangat menghormati NU terutama pada
awal-awal pendirian Republik Indonesia (RI). Kaum Nasionalis, seperti
Soekarno dan Hatta, menyatakan bahwa NU sangat penting bagi RI. Salah
satu pengakuan itu dikemukakan Soekarno pada saat Muktamar NU di Solo
tahun 1962. Pidato yang berjudul “Saya cinta sekali dengan NU”
menegaskan kontribusi nasionalisme dan sosialisme di Indonesia. Soekarno
bahkan secara spesifik menerima nasihat politik dari K.H Wahab Hasbullah
berkaitan dengan strategi melawan pendudukan Belanda di Irian Barat.*®

Kiai Wahab merupakan salah satu pembela serta pendukung Soekarno.
la mengagumi Soekarno sejak pertemuan di rumah H.O.S Tjokroaminoto,
saat mereka masih sangat muda. Dalam pidatonya, Kiai Wahab mengatakan,
“Soekarno tanpa NU akan menjadi susah menjalankan program politiknya.

Demikian pula Soekarno tanpa NU akan mudah di dongkel orang”.

*2 putra Poser Alam, Soekarno dan Soeharto di mata para Kiai, (Yogyakarta : Ircisod, 2015), 75.
*“ 1bid, 76.
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Kedekatan NU dan Soekarno berlanjut hingga Soekarno sudah berkuasa.
Banyak kalangan kemudian menilai NU terlalu bersikap opportunis.**

6. Pemberian Gelar Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi al-Syaukah kepada
Presiden Soekarno

Periode revolusi kemerdekaan (1945-1949) merupakan masa penuh
patriotik bagi segenap gerakan kebangsaan, termasuk organisasi-organisasi
yang bersifat keagaamaan seperti Nahdlatul Ulama. Bahkan, periode ini
merupakan momentum bagi Nahdlatul Ulama untuk menunjukkan
identitasnya yang makin berorientasi politik. Hal ini terlihat misalnya dengan
dicetuskannya Resolusi Jihad yang mengajak umat Islam untuk jihad
melawan Belanda, karena mempertahankan tanah air hukumnya wajib bagi
setiap muslim.* Akibat kekecewaan Nahdlatul Ulama terhadap kubu
modernis dalam Masyumi, antara lain hilangnya kursi menteri agama dalam
kabinet Wilopo maka dalam rapatnya di Surabaya 3 april 1952, akhirnya
memutuskan untuk keluar dari Masyumi yang kemudian dikukuhkan dalam
Muktamar ke-19 di Palembang pada tahun yang sama. Sejak keputusan ini
Nahdlatul Ulama memasuki aktivitas politik secara lebih formal, yaitu
membentuk partai politik tersendiri.*® Selanjutnya Haris juga mengemukakan
bahwa setelah keluar dari Masyumi, Nahdlatul Ulama mendapat jatah kursi
Menteri Agama dalam kabinet Ali Sastromijoyo yang dijabat oleh K.H

Masykur yang menggantikan Fagih Usman dari Muhammadiyah. Dan di

“ Ibid, 78.

“ Slamet Effendi Yusuf, Dinamika Kaum Santri...,80.

*¢ Syamsudin Haris, NU dan Politik, Perjalanan Mencari Identitas, dalam Jurnal Ilmu Politik, nomor
7, (Jakarta : Gramedia , 1990), 34.
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masa K.H. Masykur sebagai menteri agama inilah gelar “waliyyul amri
dharuri bi al-syaukah” (pemegang pemerintahan sementara dengan

kekuasaan penuh) diberikan kepada Soekarno selaku kepala Negara. */

Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga pada
tahun 1954 diangkat sebagai waliyyul amri ad-dharuri bi al-syaukah yaitu
pemimpin yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh umat Islam, selama tidak
menyalahi syariat Islam. Pengangkatan sama dengan proses menetapkan
seseorang pada sebuah jabatan yaitu menetapkan Presiden Soekarno sebagai
pemimpin yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam sedangkan secara
teknis pemilihan pemimpin ada tiga cara, pertama pemilihan pemimpin
bedasarkan wasiat, kedua pemilihan pemimpin berdasarkan ahl-hall wa
al’aqd, ketiga pemilihan pemimpin berdasarkan dukungan dari kekuatan
rakyat. Sedangkan menurut Arsjad Lubis tahun 1987 yang dikutip oleh M. Ali
Haidar mengatakan bahwa tata cara pengangkatan kepala negala ada tiga cara
yaitu: cara yang pertama adalah dengan cara bai’ah, yaitu pernyataan
persetujuan atau kesetiaan dari ahl al-hall wa al-‘aqd (orang-orang yang
memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama
umat) terhadap seseorang yang disepakati untuk diangkat menjadi imam. Cara
yang kedua adalah istikhlaf, yaitu penetapan imam sebelumnya masih hidup
terhadap seseorang untuk menggantikannya setelah dia meninggal. Cara yang

ketiga adalah istila’, yaitu: pengangkatan imam yang diangkat dengan cara

" Ibid, 35.
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militer dan paksaan. Imam yang diangkat dengan cara bai’ah atau istikhlaf
disebut waliyyul al amri, sementara yang memperoleh jabatan dengan cara

yang ketiga disebut waliyyul amri bi al-syaukah.*®

a. Sistem Politik NKRI

Sebuah Negara-bangsa akan berdiri kokoh jika memiliki landasan
yang kuat, yaitu landasan yang merupakan pemersatu, perekat dan
pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Para pendiri
Negara Republik Indonesia telah berhasil meletakkan landasan atau
Dasar Negara yang kokoh dan kuat, ialah pancasila.*®

Pancasila dipersiapkan olen Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempunyai enam puluh
anggota. Namun, hanya Sembilan orang dari mereka yang dijadikan
panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai perwujudan dari
tujuan dan maksud didirikannya Indonesia merdeka. Kesembilan orang
tersebut adalah: Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin,
Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul
Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso.*®

Dalam panitia Sembilan tersebut, paling tidak ada tiga kiai yang
mempunyai andil besar dalam menuyusun Pancasila. Makanya tidak

mengherankan jika terdapat delapan kosakata dari Islam yang masuk

8 M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia...,257.
9 Ali Maschan Moesa, Kiai dan Politik...,78.
%0 Supartono Widyosiswoyo, Sejarah I, (Klaten : Intan, 1979), 187.
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dalam Pancasila, yaitu: kosakata “adil, beradab, kerakyatan, hikmat,
permusyawaratan, perwakilan” dan terulangnya kosa-kata “adil dan
rakyat” dalam sila kelima.

Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, menyambut dengan
gembira Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal tujuh 17 Agustus
1945. Dan sebagaimana diketahui, Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah menyiapkan Dasar Negara
yaitu Pancasila. Menurut rumusan awal, sila pertama dari Pancasila
adalah: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”. Rumusan seperti ini ditolak oleh golongan
minoritas dan akhirnya wakil-wakil dari Islam menyetujui usul
penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh
UUD 1945. Tetapi sila pertama mendapat tambahan kata kunci,
sehingga menjadi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.>*

Sebagaimana diketahui sidang-sidang BPUPKI telah mencapai
kesepakatan rumusan UUD. Piagam Jakarta disepakati sebagai
pembukaan UUD dan beberapa pasal UUD disesuaikan dengan
rumusan Piagam itu. Ketika saatnya untuk disahkan dalam sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti
BPUPKI, muncul persoalan baru bahwa golongan minoritas non-
muslim dari Indonesia bagian timur tetap tidak setuju. Mereka

mengutus seorang perwira Angkatan Laut Jepang menghadap Hatta

*! Ahmad Syafi’l Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta : LP3ES, 1985), 109.
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menyampaikan pendirian tersebut. Hatta menegaskan, bahwa ada
empat orang hadir dalam pertemuan dengannya pada tanggal 18
Agustus 1945, sebelum siding PPKI, yaitu Wachid Hasyim, Bagus
Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Muhammad Hasan. Wachid
Hasyim sendiri dari Panitia Sembilan untuk mewakili golongan Islam
(sementara tiga lainnya bukan anggota Panitia Sembilan), berpendirian
jika pertaruhkannya dengan Piagam Jakarta akan mengancam
keutuhan wilayah Indonesia, maka ia bisa menerima kesepakan baru
tersebut. Islam adalah agama, Pancasila Ideologi. Permainan politiklah
yang mengeksploitasi perbedaan tersebut supaya meruncing.®?
Selanjutnya, Kuntowijoyo menambahkan bahwa kesalahannya pasti
tidak terletak pada ajaran yang murni dari kedua belah pihak, tapi
dalam praktik. Para kiai merasa khawatir jika ada P4 (Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), maka Pancasila akan
menjadi agama, apalagi terbukti diberinya legitimasi kepada
Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam GBHN 1978, yang
juga dikhawatirkan merupakan ancaman bagi agama-agama yang
diakui.”

Upaya untuk memperjelas adanya pemisahan dan pembagian
kekuasaan pasca-pemerintahan Orde Baru memang telah membawa

hasil yang cukup bermakna. Kekuasaan yang sebelumnya

52 M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1994), 293.
> Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung : Mizan, 1997), 79.
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tersentralisasi, kemudian menjadi terbagi-bagi. Di tingkat
pemerintahan pusat, distribusi kekuasaan di lembaga-lembaga Negara
lebih tampak, sehingga memungkinkan terjadinya saling kontrol antara
satu dengan yang lain. Dengan kata lain, ruang adanya akuntabilitas
horizontal telah dibuka. Yang paling tampak adalah distribusi
kekuasaan antara ekskutif yang berpusat di institusi kepresidenan dan
legistatif yang berpusat di institusi DPR. Sementara itu, di dalam relasi
antara pusat dan daerah, kekuasaan juga terdistribusi. Hal ini tidak
lepas dari adanya kebijakan desentralisasi yang memungkinkan adanya
transfer kekuasaan dan otoritas dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Di dalam membuat kebijakan-kebijakan,
pemerintahan daerah tidak lagi sangat bergantung pada pemerintah
pusat sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.>*
Pelembagaan demokratisasi telah dilakukan melalui penataan
kelembagaan politik. Prinsip dasar yang dipakai adalah bagaimana
menciptakan kekuasaan yang tidak terkonsentrasi dan tersentralisasi
pada lembaga politik tertentu sebagaimana terjadi pada masa
pemerintahan Orde Baru. Desain kekuasaan sebagaimana terlihat dari
hasil amandemen UUD 1945 tidak hanya lebih menyebar, melainkan
juga adanya kontrol yang satu terhadap yang lain. Upaya untuk
mengurangi kekuasaan Presiden dan memperbesar kekuasaan DPR,

misalnya telah memungkinkan terdapatnya mekanisme. Tetapi, upaya

> Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2012), 28.
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demikian telah melahirkan permasalahan baru, yakni berkaitan dengan
eksistensi sistem presidensial yang telah menjadi pilihan. Indonesia
masih mendapati permasalahan, yakni bagaimana membangun sistem
politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga adanya pemerintahan
yang stabil. Pilihan sistem presidensial dan adanya kekuasaan DPR
yang sangat besar, menjadi bermasalah tanpa didukung oleh desain
kelembagaan yang lain, seperti adanya sistem kepartaian sederhana.
Realitas seperti ini merupakan satu dari masalah-masalah lain yang
dihadapi oleh sistem politik Indonesia yang sedang melakukan
konsolidasi demokrasi.”
Era UUDS

Gangguan terhadap jalannya pemerintahan Republik di masa awal
kemerdekaan hingga akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno,
bukan saja datang dari luar, seperti agresi Belanda, tetapi juga muncul
dari pemberontakan yang terjadi pada pemerintahan RI, dengan latar
belakang yang berbeda yaitu seperti, pemberontakan PKI Madiun,
DI/TIl, Pemberontakan PRRI-Permesta, Pemberontakan Republik
Maluku Selatan, dan lain-lainya. Pemberontakan yang terjadi berlatar
belakang ketidakpuasaan terhadap kebijaksanaan pemerintah, terutama
dalam hal kebijaksaan yang berkenaan dengan masalah otonomi
daerah. Sementara itu sebagai Negara yang masih muda, dengan para

pemimpin yang belum banyak berpengalaman dalam menangani

> bid, 35.
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masalah baru, pelaksanaan dari konstitusi dan ideology bangsa masih
merupakan usaha mencari bentuk dan identitas.*®
Gejala ini dapat dilihat dan kenyataan bahwa belum lebih dari satu
dasawarsa, Negara Republik Indonesia telah menjalankan tiga bentuk
konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949,
dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun
demikian, tidak setiap UUD itu dijalankan dengan konsisten.
Misalnya, pelaksaan UUD 1945. Menurut ketentuan UUD 1945,
sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial. Akan tetapi
berdasarkan makmulat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945,
pemerintahan yang berlaku adalah pemerintahan parlementer, yang
praktis bertahan hingga tahun 1959. Untuk melaksanakan maklumat
Wakil Presiden tersebut, pada tanggal 3 November 1945 keluarkan
pengumuman pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden M.
Hatta yang membolehkan berdiri partai-partai. Oleh karena itu mulai
saat itu sebenarnya Republik Indonesia telah menjalakan sistem
demokrasi liberal, dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun,
demikian sistem tersebut juga tidak berjalan dengan baik, sebab pada
saat yang genting, sistem pemerintahan Republik kembali pada sistem
pemerintahan kabinet presidensial. Saat itu adalah:
1) Masa 28 Juni sampai 2 Oktober 1946, dengan maklumat

Presiden, untuk mengatasi keadaan darurat yang timbul sebagai

% Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme...,45.
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akibat dari penculikan beberapa anggota kabinet oleh persatuan
perjuangan.

2) Masa 27 Juni sampai 3 Juli 1947, dengan maklumat Presiden
untuk mengatasi keadaan darurat yang timbul akibat dari
penandatanganan persetujuan Linggarjati.

3) Masa 15 September sampai 15 Desember 1948, dengan suatu
Undang-Undang Legislatif, untuk mengatasi pemberontakan PKI
di Madiun.”’

Dalam hal ini presiden bertanggung jawab kepada parlemen
dianggap lebih baik daripada sistem pemerintahan presidensial. Alasan
lain yang juga terungkap dari perubahan tersebut adalah bahwa sejak
proklamasi 17 Agustus 1945 dinyatakan bahwa pemerintahan yang
kuat di Indonesia ialah pemerintahan yang dipimpin oleh Dwi Tunggal
Soekarno-Hatta. Untuk menjaga agar kepemimpinan dwitunggal ini
tidak dapat diganggu gugat dalam memimpin Negara, maka perlu
merubah pemerintahan menjadi sistem pemerintahan parlementer,
dengan Presiden dan Wakil Presiden dilindungi oleh kabinet yang
bertanggung jawab secara politik, yang setiap tahun dapat diganti bila
perlu. Tetapi pada kenyataannya dalam situasi-situasi yang genting

seringkali Presiden dan Wakil Presiden justru melindungi kabinet dari

 Ibid, 42.
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serangan dan kecaman rakyat yang tidak puas. Hatta berpendapat,
dalam situasi yang demikian sistem presidensial lebih tepat.*®
Walaupun ideologi bangsa telah disepakati sejak zaman Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian selalu disepakati
kembali dalam KNIP, juga tercantum dalam mukaddimah Undang-
Undang Sementara (UUDS) 1950, namun detail penjabarannya belum
ditentukan secara pasti, bahkan setiap partai dapat saja menafsirkannya
sesuai dengan konsepsi masing-masing. Oleh karena itu, setiap partai
yang lahir kemudian membawa ideologinya masing-masing yang lebih
dipertahankannya. Dan dapat dikatakan bahwa masa-masa awal dari
kemerdekaan ini sebagai masa di mana bangsa Indonesia mencari
identitas dalam bentuk mencari bentuk penafsiran dan penerapan
ideologi yang telah disepakati di awal masa kemerdekaan.*
c. Alasan Pemberian Gelar Waliyyul Amri ad-dharuri bi as-syaukah
kepada Ir. Soekarno
Berikut ini alasan-alasan NU memberi gelar Waliyyul Amri ad-
dharuri bi as-syaukah kepada Ir. Soekarno, yaitu:
a. Tentang Tauliyah Wali Hakim, sebagaimana di dalam figh Islam,
bahwa wanita yang tidak memiliki wali nikah maka yang berhak
menjadi wali nikah adalah Qadli (hakim peradilan) yang diangkat

oleh Khalifah (pemimpin Islam).

% Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, (Jakarta : Pustaka Antara , 1966), 9.
> Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme...,43.
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b. Tentang Pemberontakan Perlawanan DI/TII, yang dipimpin oleh
Kartowusiryo. Pemberontakan ini tidak hanya membahayakan
Negara dan ancaman kepada Negara Indonesia yang pada waktu
itu masih belajar mengisi kemerdekaan, akan tetapi juga
membahayakan masa depan NKRI karena mengatasnamakan
agama Islam.

c. Tentang Kepentingan rakyat, khususnya umat Islam yang
mengalami imbas dari perlawanan pemberontakan DI/TII. Karena
Kartosuwiryo tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada
masyarakat yang tidak pro kepada mereka.

C. Hubungan Ir. Soekarno dengan NU

Hubungan antara Soekarno dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU)
sangat dekat. Soekarno yang besar di dunia pergerakan nasional, dan para
kiai NU yang merupakan ulama pesantren dan dibesarkan dari tradisi Islam,
mampu berkolaborasi menjadi perpaduan sempurna dalam memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia.®

Soekarno dikenal sudah memperjuangkan kemerdekaan tidak hanya di
kalangan para aktivis, tetapi juga merambah kalangan pesantren. Hal ini
terbukti dari akrabnya dunia pesantren dengan wacana kemerdekaan yang
digelorakannya. Tercatat pada 1930-an, tulisan-tulisannya tentang
kebangsaan sudah dibaca dan dikagumi di kalangan pesantren khususnya

tulisan berjudul “mencapai Indonesia Merdeka”, yang mampu memberi

% pytra Poser Alam, Soekarno dan Soeharto di mata para Kiai, (Yogyakarta : Ircisod, 2015), 71.
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semangat nasionalisme kepada para santri. Sebuah artikel dalam Majalah
Gema Muslimin edisi Februari 1945 berjudul “Riwayat singkat Nahdlatul
Ulama” menulis bahwa para santri di Pesantren Tebuireng sekitar dasawarsa
30 sudah berani melantunkan lagu Indonesia Raya setiap Kamis setelah mata
pelajaran terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan sudah
sangat dekat dengan dunia pesantren waktu itu. Dan juga pada Muktamar NU
yang ke-25 tahun 1940 di Surabaya. Para kiai telah menjagokan Soekarno
yang masih dalam masa pembuangan, untuk menjadi pemimpin Indonesia
apabila Indonesia merdeka. Padahal di sisi lain, Mohamad Hatta juga
termasuk pejuang yang dihormati, bahkan tampak lebih Islami dari tampilan
luar.™*

Begitu pula dengan NU. Organisasi ini yang mendekat kepada Soekarno
karena cita-cita dan dan jalan pikirannya, bukan karena kekuasaan yang
dimiliki Soekarno. Terbukti, NU terus kritis mengawal kebijakan pemerintah,
di samping lain memberi solusi bagi persoalan yang terjadi. Bahkan NU,
sangat Kkritis dan menjadi organisasi pertama yang meminta membubarkan
PKI (Partai Komunis Indonesia) pasca-tragedi 30 September 1965.
Hubungan NU dan Soekarno semakin bertambah baik setelah Zainul Arifin,
yang merupakan anggota NU, mendapat jabatan wakil perdana menteri
dalam kabinet Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dari Partai Nasional
Indonesia (PNI). Kemudian, akhir 1953, dalam konferensi para alim ulama di

Cipanas yang disebut juga Muktamar Alim Ulama se-Indonesia memutuskan

®1 1pid, 73.
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memberi gelar “Waliyyul Amri Ad-Dharuri Bi Al-Syaukah” kepada Soekarno.
Artinya, Soekarno adalah pemerintah yang sah dan berkuasa yang harus
dipatuhi, sesuai dengan al-quran surat 4 ayat 59.%

Seorang pemimpin harus dapat melindungi warganya baik secara
keamanan maupun perlindungan hukum terhadap warganya dan
mensejahterakan dan memuliakan dan tidak bertindak semena-mena terhadap
rakyatnya karena untuk menjadi pemimpin yang baik harus berlaku adil
terhadap rakyatnya. Pemimpin harus dapat membuat perencanaan dan
mengungkapkan strategi. la harus pandai mendefinisikan realita dan mencari
permasalahan. la pun tau bagaimana mendelegasikan tugas dengan baik,
tidak mengerjakan semuanya sendirian dan dapat bertindak tegas dan tahu
apa yang harus dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau
penetapan menjadi pegawai (naik pangkat).®

Karena itu dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan
Soekarno adalah proses pengangkatan Imam atau sebagai kepala Negara
dalam bidang kenegaraan dan keagamaan oleh karena itu umat Islam wajib

mentaati dan mematuhinya.

62 H
Ibid, 76.
% Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 52.



